PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1993
TENTANG
PERUBAHAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 1980
TENTANG HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF MENTERI NEGARA
DAN BEKAS MENTERI NEGARA SERTA JANDA/DUDANYA
SEBAGAIMANA TELAH DUA KALI DIUBAH, TERAXHIR DENGAN
‘ PERATURAN PEMERLNTAH NOMOR 5.1 TAHUN 1992

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mean Limbang tobahwa gl pokok Montorl Nepgoara aobagn bmanan

tupkan dalam Peraturan Pemerintah’Nomor 54
1992, dipandang tidak sesuai lagi dengan

bangan keadafan, sehingga perlu diperbaiki;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

perkem-

2. Undang—nundanpe Nomor 8 Tahoan 1971 tentang Pokok-

polol Kopopgmewnod an (Liembooran NMograra "Tnohan

Homware 60, Tambahan Loonbaran Neyrara Homor 304 0)

3. Peraturan Pemcrlhtah Nomor 50 Tahun 1980

tang Hak Keuuangan/Administratif Menteri

dan Bekas Menterl Negara Serta Janda/Dudanya

(Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 78, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3184);

MEMUTUSKAN

Monotapkan COPERATUIAN  DEMERTNTAIL REDUBLTK [NDOMEFSTA
PERTBATAN PERATURAN PEMERTINTAIL NOMOR 50 TAHIN

TENTANG HAK KEUAHGAN/ADMUINTHTRATEE MENTEIT

TENTANG

DAN  BEKAS MENTERD NEGARA SERTA JANDA/DUDANYA
BAGAIMANA  TELAIL BEBERAPA KALL  DUUBAU, TERAKHIR
DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 1992.

Pasal
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Pasal I

1. Mengubah ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah
Nomor 50 Tahun 1980 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 1992, sehingga seluruhnya berbunyi seba-
gal berikut

Pl 2

Kepada Menteri Negara diberikan gaji pokok scbesar
Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupi-

ah)".

2. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah inti,
maka Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1992
tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 50
Tahun 1980 tentung Hak Keuangan/Administratif
Menterli Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta
Jundn/Dudianyn sehagalmann Telah Dinbah  Dongan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1985, dinya-

takan tidak berlaku.

Pasul. II

Perwnturan Pemerlntah ini mulal barlaku pada tang-
gal dbiundanglkan  dan mempunyal daya  laku  surcut

sojnk tunggal 1 Junuari 1993.

Agar ...
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Agar setiap orang menzetahuinya, memerintahkan
penzundangan Peraturan Pemerintah ini dengan pe-
nempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonec-

sia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Maret 1993

PRESIDEN REPUBLIK INDOMNESIA
ttd

SOEHARTDO
Dinndanetoan o Jdakartn

pada tanggal 8 Mavet 1991

MENTERI/SERRETARIS NEGARA
REPUBLIX INDOMESIA

tid

MOERDIONDO

LEMBARNN NMEGARN REPUDLIK [HIDONESIA '[‘;\'IHJN L1991 NOMOR 24

Salinun sesuai dengan aslinya
SCRRETARIAT KADBINET RI

)

2
Sa\Perundans-undangan

i

Kepala Biro Hulkum

E;Eljub'ang Kesowo, S.H., LL.M.



